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Ahmad Muhsin Kamaludiningrat:

Bagaimana menyikapi budaya dalam kaitannya dengan
syariah Islam, surat al-Maidah ayat 48 menegaskan bahwa Allah
menurunkan kitab suci al-Qur'an untuk mendukung, membenarkan
kitab yang lalu, tetapi Allah juga mengingatkan kepada Nabi
Muhammad untuk tidak mengikuti keinginan mereka untuk
menyimpang dari kebenaran al-Qur'an. Dan dalam ayat itu juga
Allah menjelaskan bahwa masing-masing umat ini diberikan syir’ah
wa minhaj. Syir'ah adalah jalan menuju kebenaran dan minhaj
adalah metode untuk melaksanakan jalan itu atau untuk-mencapai
tujuan itu. Di sini juga ditegaskan kalau Allah dapat saja menjadikan
umat manusia itu satu, namun Dia tidak menghendaki demikian
dengan tujuan untuk menguji pelaksanaan minhaj dan syir'ah
masing-masing umat itu. Oleh karena itu, Allah menggarisbawahi
pentingnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan.
Dengan demikian, Islam merespon keragaman dengan sangat baik
dan mengakomodasi perbedaan jalan dan cara meraih tujuan hidup.
Sessi ini akan didahului oleh prasaran dari Fathurahman Djamil dan
Samsu Rizal Panggabean (keduanya menyampaikan makalah).

Ismail Thaib:

Islam itu mula-mula datang dalam keadaan asing, kemudian
jadi biasa dan tidak asing lagi. Namun pada akhirnya Islam akan
menjadi asing kembali. Kapan Islam menjadi asing lagi belum
diketahui, hanya Nabi pernah katakan, “alangkah baiknya orang-
orang yang asing itu tadi”. Istilah asing sekarang ini mungkin
wujudnya adalah fundamentalisme dan semacamnya. Mereka
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memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia atas nama dinamisme.
Menurut saya, syariat Islam itu tidak dinamis, statis. Misalnya, shalat
itu tidak dinamis, karenanya syariat tidak berkembang, apa adanya
kita laksanakan sampai kiamat. Tapi memang ada tempat-tempat
‘bisa dipanggang dinamis, yakni bidang-bidang muamalah. Akan
tetapi moral bukan termasuk wilayah dinamis, ia absolut dan tidak
berubah. Orang jujur kapanpun itu bagus, memang ada waktu
tertentu yang dibenarkan oleh agama untuk berbohong, misalnya
waktu berperang. Jika kita memahami syariah itu dinamis, nanti
berubah semua syariah. Ada yang namanya ta’abud, itu tidak
berobah. Ada ibadah khas dan ‘am itu, dimana dalam ibadah ‘am
hanya diatur prinsip-prinsipnya saja. ,

Dalam persoalan agama, ad-din itu satu adanya. Sejak Nabi
Nuh sampai Nabi Musa tidak pernah berubah, itu yang diwasiatkan
betul kepada Nabi Muhammad, mungkin kaifivahnya yang berubah-
ubabh, tapi syariahnya tidak tetap. Misalnya, kurban pada masa Nabi
Ibrahim dengan roti, namun oleh beliau diganti kambing, sekarang
kita mengikuti contoh itu. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab
sebenarnya tidak mengubah apapun, tapi dengan mempertimbang-
kan situasi budaya ia melakukan perubahan dalam penerapan
syariah, tatbiqunnas. Ketika Umar tidak memberi zakat kepada orang
muallaf, itu bukan mengubah nash tapi konteksnya, karena pada
waktu itu orang muallaf tidak ada lagi, yang muallaf tidak ada lagi
sifat muallafnya. Demikian juga dalam hal ghanimah.

Syariah memang normatif tapi juga memiliki etik, sebagaimana
hukum memiliki moral. Ayat-ayat hukum memang sedikit, karena
ia menyangkut soal-soal yang ta'abudi, soal-soal pokok yang dirinci
oleh al-Qur'an. Tidak semua ayat hukum ada sabab nuzulnya. Kalau
kita cenderung pada pikiran Ibnu Taimiyah, maka sabab nuzul itu
hanya sekedar untuk memahami ayat kalau diperlukan, kalau tidak
perlu maka kita kembali pada teks. Memang betul jalan pikiran al-
ibrah bi ‘umumil lafdhi dan itu lebih singkat jalannya itu, walaupun
memang ini persoalan besar. Firman qul ya ayyuhal kafirun, menurut
kaidah ini kafirun tidak semata orang-orang kafir yang hidup pada
masa Nabi, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan sebagainya, namun
juga termasuk semua orang kafir hingga sekarang.

Apakah at-ta’addud fil ‘ibadah dibolehkan? Keberagaman
dalam ibadah boleh tidak? Muhammadiyah sudah memiliki kaidah
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at-tanawwu’ fil ‘ibadah, asal punya argumentasi tidak hanya asal-
asalan.

Abdurrahim:

Saya menilai uraian Fathurrahman Djamil terlalu menukik
kepada syariahnya sehingga permasalahan bagaimana Islam itu
menghadapi multikulturalisme kurang disentuh. Oleh sebab itu,
sebaiknya kita jadikan Islam itu sebagai satu prinsip, keseluruhan-
nya dijadikan pedoman dalam hidup bermasyarakat. Multikultural
itu memang ada dalam masyarakat, dan melekat di dalamnya.
Menurut Ibnu Khaldun dalam Mugaddimah disebutkan bahwa
manusia itu menurut tabiatnya, menurut kodratnya memang sudah
madani, budayawan, termasuk orang Islam itu madani. Fungsi
wahvyu adalah kontrol atas fenomena yang terjadi dalam masyarakat.
Kalau dilihat dari segi tekstual rasa-rasanya sulit untuk menemukan,
tetapi kalau kita menggunakan pendekatan kontekstual atau
falsafah, sejarah, dan fenomenologi, kita akan temukan kontrol itu.
Islam pada waktu datang, kehidupan manusia berprinsip pada adat
istiadat, adat yang dijadikan ukuran. Jadi dikatakan umpamanya
dalam al-Qur'an: "mengapa anak laki-laki itu kamu sandarkan
kepada Tuhan sedangkan anak-anak perempuan tidak, itu karena
kamu senang kepada anak laki-laki”. Adat istiadat saat itu membuat
orang malu punya anak perempuan, tidak keluar beberapa hari.
Punya anak perempuan itu hanya bikin masalah. Islam memberikan
suatu pedoman bahwa adat semacam itu tidak benar. Salah hanya
mengikuti apa yang sudah terjadi pada nenek moyang. What was
good enough for my father was good enough for me, apa yang
ditinggalkan oleh nenek moyang sudah cukup untuk kami. Seperti
juga dialami oleh Muhammadiyah ketika menghadapi masyarakat
pada waktu berdiri. Karena itu ungkapan di atas diganti dengan
“what was good enough for my father was not good enough for
me.” Jadi, meskipun sekarang ada multikulturalisme dan sebagai-
nya, jangan hanya diambil polos-polos, kita kasih bungkus, kita isi,
kita suntik kalau perlu supaya dinamis dan dapat dipakai bersama-
sama dengan masyarakat.

Kedua, dalam masyarakat yang terus berkembang'yang tidak
baik harus diganti, yang baik diteruskan sehingga terjadilah apa
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yvang digaulkan para ulama al-muhafadlah ala al-gadim al-shalih
wal akhdz bi a]-jadid al-ashlah, prinsip mengubah apa yang tidak
baik, dan mengambil yang terbaik. Misalnya, usturah atau cerita
dari mulut ke mulut, legenda, kadang-kadang mengalpakan
manusia. Di dalam al-Qur’an disebutkan tilka asatirul awwalin, yang
disebut dengan asatirul awwalin adalah bahwa pada saat itu yang
dijadikan dasar oleh orang Arab adalah keyakinan bahwa Tuhan
itu mempunyai istri dan anak-anak perempuan, lalu Tuhan kawin
dengan Malaikat dan mempunyai anak-anak yang disebut Latta,
Uzza, dan Manat. “Apakah kamu tidak melihat Latta, Uzza, dan
Manat sebagai simbol-simbol Tuhan”. Nah, ini kan budaya. Inilah
yang dimusyrikan oleh Islam. Segala sesuatu yang bersifat syirik
meskipun itu sudah turun temurun di masyarakat dan sudah menjadi
sesuatu yang merasuk dalam pikiran perlu dihindarkan. Sebagai
gantinya al-Qur'an menyuruh kita memperhatikan ayat-ayat
kauniyah, wa qul undzuru madza fis sama’i wama fil ardl. Coba
lihat bintang-bintang di malam hari, berapa galon minyak dibutuh-
kan untuk mengganti bintang-bintang dalam satu malam saja. Itu
merupakan satu ayat bagi kamu kalau kamu mau berpikir. Jadi untuk
mendapatkan kebenaran kita perlu mengadakan penelitian-peneliti-
an di mana saja. Untuk menemukan prinsip-prinsip kehidupan
dalam pluralitas, pengalaman periode Mekkah dapat dijadikan
landasan untuk menyusun prinsip-prinsip hidup bersama, prinsip-
prinsip untuk mengendalikan pluralisme dalam budaya. Dalam
periode Madinah pun dapat dijumpai peristiwa-peristiwa yang bisa
diambil hikmahnya tentang masalah ini, seperti fa'fu anhum wa
sawirhum fil amri: prinsip “pengampunan” dan musyawarah. Maka,
orang berijtihad itu tidak boleh dihukum fa ashaba falahu ajrani fa
akhtha’a falahu ajrun wahid. Nah, inilah prinsip demokrasi yang
harus menjadi dasar kehidupan bermasyarakat.

Allah memberitahukan bahwa manusia itu sudah diberi
hidayah, atau empat potensi yang dapat dikembangkan untuk meng-
hadapi multikulturalisme. Pertama, hidayah fitriyah yang diberikan
secara umum kepada manusia, seperti bayi lapar menangis, air susu
ibu dihisap. Manusia kalau menggunakan ini dapat menyelamatkan
komunitasnya di tengah-tengah kehidupan komunitas yang lain.
Kedua, hidayah hissiyah, visible guidance dalam bahasa Inggrisnya.
Disini manusia diberi kemampuan untuk mengamati apa yang di
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luar dengan panca indera. Ketiga, intellectual guidance, hidayah
aqgliyah. Semua yang dilihat oleh mata itu dinilai oleh akal. Orang
mencelupkan batang kayu ke air kelihatannya bengkok, menurut
akal itu pembiasan. Jadi, kalau kita melihat sesuatu jangan percaya
dulu, perlu dipikir dulu. Terakhir adalah hidayah diniyah, yaitu
kemampuan seseorang untuk menganalisis firman-firman Allah. Lha
ini penunggu gawangnya.

Maryadi:

Fathurrahman Djamil di muka menyebutkan bahwa 'agama itu
hakekatnya satu, yang berbeda adalah syariahnya. Kemudian
disebutkan juga bahwa syariah itu dipengaruhi oleh kondisi objektif
budaya. Katakanlah, syariahnya Rasulullah berada dalam konteks
budaya Arab, apakah itu berarti syariah Islam dipenuhi oleh budaya-
budaya Arab, atau dibalik budaya-budaya Arab itu sudah diislam-
kan. Akhirnya ada orang-orang diantara kita yang Islam belum tahu
pasti sebetulnya yang disebut Islam itu seperti apa. Misalnya,
apakah yang dimaksudkan pakaian islam itu adalah jubah yang
dikenakan oleh orang-orang Arab yang beriman dan juga kafir
seperti Abu Jahal, Abu Lahab? Oleh orang Islam jubah digunakan
sebagai simbol keislamannya, ketika shalat harus pakai jubah, apa
itu juga Islam? Apa bukan Arab? Contoh lain, berbuka dengan
kurma, apa semacam itu Islam atau budaya? Makan dengan tiga
jari, tidak pakai sendok, apakah itu budaya atau Islam? Nah, hal
semacam ini terjadi di lingkungan Solo. Ada kelompok-kelompok,
kalau makan harus pakai tangan saja tidak pakai sendok. Tahukah
kita pemilahan apa yang normatif, yang agama, yang syariah, dari
yang budaya? Apakah kita bisa bicara demikian, karena ada yang
mengatakan begini bahwa sebetulnya semua perilaku nabi dan apa
saja yang dikatakan adalah wahyu. Sementara, sebagian orang
membatasi bahwa nabi benar dalam semua masalah keagamaan,
tapi kalau sudah bicara masalah keduniaan dia tidak maksum
sehingga nabi bisa salah menasehati orang menanam Kkurma.
Akhirnya nabi mengatakan antum a‘lamu bi umur dunyakum.

Pertanyaan kedua, apakah budaya Islam semasa nabi itu juga
sudah diislamkan semua, termasuk budaya arab yang sekarang ini?
Apakah kita disarankan untuk memproses budaya lokal ditempat
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kita hidup ini dengan syariah, pokoknya yang bukan model Islam
ditolak, atau kita biarkan saja? Ini terkait dengan kasus yang
disampaikan oleh Samsu Rizal Panggabean di muka bahwa pada
hakekatnya kita melihat budaya itu memang plural baik internal
maupun eksternal. Apakah dengan adanya budaya yang multi itu
sekedar kita ketahui secara kognitif, atau harus ada usaha-usaha
untuk mengelola budaya itu?

Mujiono Abdillah:

Saya sependapat dengan Samsu Rizal Panggabean, bahwa
multikultural itu adalah objective reality. Pada saat yang sama saya
merasa senang dan bahagia ketika Abdurrahim sudah mulai
menampakkan wawasan multikulturailnya, secara kognitif beliau tadi
sangat enjoy ketika menjelaskan bahwa multikultural merupakan
suatu keniscayaan termasuk internal Islam. Persoalannya adalah
bagaimana wawasan multikultural individu dapat dibahasakan
secara institusional. Ini tentu saja memerlukan perangkat yang bisa
menampung multikulturalisme dalam kehidupan imperium ke-
muhammadiyahan. Nah, yang saya maksud adalah kita perlu pe-
rangkat lunak berupa manhaj berbasis multikultural. Langkah
strategis baik secara konseptual maupun praktis dibutuhkan secara
bersama-sama agar Muhammadiyah tidak gamang. Kenyataan
lapangan memang masih muncul konspirasi-konspirasi untuk
menentang atau menghalangi kalau ada perbedaan.

Saya berpendapat bahwa ketika kita menangkap Islam, baik
itu hukum ataupun ajaran, ada yang menggunakan pendekatan
yuris-legis dan ada yang menganut pendekatan yuris-empiris.
Selama ini yang berkembang dan populer itu adalah pendekatan
pertama, yang selalu berpikiran nomatif, konseptual ideal tetapi
mengesampingkan kenyataan empirisnya di lapangan. Sekarang
memang ada trend baru, yaitu pendekatan yuris-empiris. Ketika kita
hendak menggagas syariah multikultural, metodologi apa yang
digunakan? Usul saya adalah bahwa perangkat metodologisnya
adalah menggunakan usul fikih modern bahwa “perubahan sosial
menuntut hukum Islam wajib berubah"”. Misalnya, undang-undang
nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan, menurut saya
belum multikultural, karena di Indonesia hidup juga paham-paham
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semacam Syiah yang belum diwadahi sehingga kawin kontrak
menjadi satu hal yang tabu. Apakah mungkin kita merevisi undang-
undang nomor 1 tahun 1974 bahwa ragam perkawinan mencakup
rumah tangga yang abadi dan rumah tangga relatif. Ini contoh
syariah berbasis multikultural.

Wawan:

Menurut Samsu Rizal Panggabear, termasuk dalam semangat
multikulturalisme apabila kita mempunyai satu sikap eksklusif
terhadap keberagamaan kita. Saya sangat setuju dengan pernyataan
itu. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad Saw adalah model
manusia multikulturalis. Kita bisa melihat ketika beliau diberi label
sebagai hulugun ‘adzim, bagaimana kita memilah nabi sebagai se-
orang manusia Arab dan nabi sebagai seorang manusia yang mere-
presentasikan rahmatan lil alamin. Saya ingin menyampaikan hal
ini karena ada kesulitan yang bisa jadi genting di lingkungan
Muhammadiyah sendiri. Misalnya, dalam pengajian ranting
Muhammadiyah di Kalasan, saya melihat orang Muhammadiyah
menganggap bahwa mandi Jumat itu wajib berdasarkan Himpunan
Putusan Tarjih. Yang ingin saya katakan, kalau kita membaca hadis
nabi berdasarkan pembacaan literal memang benar, cuma kita kan
bisa membaca lebih dalam. Dengan pembacaan lain, mandi Jumat
adalah wajib dalam konteks kultur Arab karena saat itu memang
orang Arab jarang mandi. Rasulullah seolah ingin mengatakan
kepada masyarakat Arab jahiliyah yang transisi ke Islam, “anda
sekali seminggu mandilah”. Dan mandinya dilakukan pada waktu
tertentu, yaitu sayyidul ayyam, pada hari jumat. Man arada
ahadukum an ya’tiyal jum‘ata falyaghsil, dengan merujuk pada
paham dzahiriyah, lam amar cenderung wajib, padahal sesungguh-
nya pendapat jumhur tidak demikian. Nah, kalau kita baca secara
multikultural, dengan semangat usul fikih multikultural, maka akan
muncul satu pemahaman bisa jadi mandi Jumat itu tidak sunnah,
karena kita orang Indonesia sudah terbiasa mandi sehari 2 kali.
Ketika orang Arab tahu bahwa kita mandi sehari 2 kali bahkan 3
kali, mereka terkejut seraya bilang, “al-indonesiun kassamak”, orang
Indonesia itu ikan, pulang pergi ke air. Ketika air sekarang sudah
ada pun orang Arab tetap mandi satu kali. Maka jangan heran kalau
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di sana minyak wangi sangat laku. Jadi, pakai minyak wangi pun
perlu dibaca dalam konteks semacam itu. Kita menganggap pakai
minyak wangi itu sunnah, karena nabi mengatakannya, padahal
minyak wangi itu kamuflase karena jarang mandi. Kita menjumpai
hal seperti itu dalam teks-teks keagamaan dan perlu kita pilah. Maka
saya sepakat dengan Samsu Rizal, kita memang perlu membaca
HPT tapi dalam implementasi ke bawah harus disadari banyak orang
Muhammadiyah yang bacaannya juga beragam, luas, di sinilah
muncul keragaman ber-Muhammadiyah.

Isteri saya semula berpaham keagamaan Persatuan Islam
(PERSIS). Sampai sekarang jika tasyahud dalam shalat digerakkan
telunjuknya. Namun ia berorganisasi Aisyiyah, politiknya PKS,
ibadahnya PERSIS. Saya tidak bisa menentang karena dia punya
pendapat itu. Kami lebaran 2 kali. Bagi kebanyakan orang itu aneh
termasuk mertua saya sendiri. Untuk mempraktekkan hal seperti
itu dibutuhkan semangat multikultural dalam diri kita. Hanya yang
saya ingin sampaikan adalah ketika masalah ini dibaca oleh kaum
awam, termasuk dalam Muhammadiyah, memang tidak mudah.
Saya melihat ada proses penyadaran yang tidak mudah terhadap
mereka.

Tadi secara berulang-ulang dikutip dari pendapat asy-Syatibi,
saya ingin menyampaikan bahwa kalau tidak salah pernah
mengatakan bahwa syariah yang muncul di Mekkah itu adalah syari-
ah yang universal, bahasa yang digunakannya adalah ushuliyah,
as-suwar wa ayyatul Makkiyah ushuliyah, wa qath‘iyah. Sementara
hukum atau syariah yang muncul di Madinah adalah partikular,
juz'iyah. Nah, kalau kita berangkat dari semangat itu, saya kira kita
akan bisa menempatkannya dalam kontek kekinian di Indonesia,
bahwa memang dari awal praktek-praktek hukum yang di Madinah
itu adalah sebagai praktek hukum yang bisa dan sangat mungkin
kontekstual, apalagi kalau dibawa dalam konteks keindonesian.
Persoalannya adalah ketika itu dibawa dalam konteks keindonesiaan
dan saya berangkat dari semangat bahwa kita harus eksklusif dalam
beberapa hal sebagai bagian dari multikulturalisme, berarti kita juga
boleh menawarkan satu semangat Islam yang kontekstual di dalam
bahasa hukum nasional. Dengan demikian, kita sudah memasuki
wilayah politik hukum sehingga ada warna Islam di dalam hukum
positif kita. Kuntowijoyo pernah menawarkan strategi objektivikasi.
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Dahwan:

Pertama kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada pemrasaran berdua atas makalah yang ditulis
secara baik sehingga saya mengatakan enak dan perlu dibaca.
Demikian pula penyampaiannya perlu dan enak untuk disimak. Dalam
rangka mencari format syariah multikultural, sesungguhnya yang
diupayakan itu “mencari format” ataukah “memformat kembali”?
Menurut saya, karena ada perubahan-perubahan sosial, perubahan-
perubahan kultur, ini mengharuskan kita sekarang untuk memformat
kembali. Namun dalam konteks ini pula saya agak gelisah dengan
sebuah adagium yang mengatakan bahwa al-hukmu taghayyur bi
at-taghayyur al-azminah wal amkinah wal awa id (hukum itu
berubah seiring berubahnya zaman dan tempat), karena ia seolah-
olah akan memposisikan syariah hanya sebagai dependent variable.
Dan budayalah yang punya pengaruh dominan dalam penetapan-
penetapan hukum syariah. Namun setelah diuraikan secara lisan
oleh Fathurrahman Djamil, bahwa ada juga posisi syariah itu sebagai
independent variable, maka kegelisahan ini menjadi semakin hilang.
Karena memang, kalau kita baca dalam kitab Asais Tarikh Figh al-
Islami atau dalam kitab lain Nash’at al-Figh al-Ijtihadi wa
Tathawwuruhu, salah satu penetapan hukum Islam itu adalah untuk
mengubah perilaku sosial. Jadi, saya sepakat dengan dua macam
variable di atas. Cuma persoalan yang akan muncul adalah dimana-
kah letak batas dua variabel ini? Menurut saya, ada persamaan
antara keduanya, yakni bermuatan dan mewujudkan kemaslahatan.
Namun ketika kita akan mencoba menginterpretasikan kemaslaha-
tan yang cocok bagi masing-masing tampaknya di sinilah kita perlu
untuk berdiskusi lebih cermat sehingga jelas ciri-ciri maslahah yang
harus menjadikan syariah sebagai independent variable dan ciri-
ciri maslahah yang menjadikan syariah itu sebagai dependent
variable. Apakah seperti yang dikatakan oleh asy-Syatibi dengan
membedakan antara al-"ibadah wa al-'adah, atau mungkin mem-
bedakan antara ta abbudi wa ta'aqquli, atau membedakan antara
gath’i dan zhanny. Misalnya, shalat dikatakan sebagai ta abbudi,
namun tidak berarti tidak ada unsur-unsur yang masuk wilayah
ta aqgquli di dalam shalat. Ketika orang menutup aurat dalam shalat,
tentu kita akan bisa menerima orang Solo menggunakan beskap,
orang Jogja menggunakan surjan, orang Melayu menggunakan
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kerudung dan sejenisnya. Sehingga dalam masalah taabbudi
sekalipun ada unsur-unsur yang memungkinkan bercampur kuat
dengan unsur-unsur budaya.

Sebagian besar negeri-negeri Muslim sekarang ini telah
menjadi negara bangsa. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah
dasar dari kebangsaan ini, apakah kesukuan, ras, atau kekauman
atau yang sejenis dengan ini, ataukah keagamaan seperti Islam
misalnya. Namun saya percaya bahwa apapun dasar kebangsaan,
pada tahap implikasinya tetap akan majemuk dan bervariasi.
Demikian pula Islam, Islam itu majemuk, ada Sunni dan Syi'i, dan
seterusnya.

M. Jandra:

Dalam rangka menemukan syariah untuk masyarakat
multikultural, perlu ditegaskan fungsi pokok dari syariah, dimana
letaknya al-Qur'an sebagai hudan atau petunjuk dan pedoman.
Karena di dalam masalah ini kita tidak hanya bicara apa yang
senyatanya tapi juga berbicara tentang apa yang semestinya yang
dapat memberikan tuntunan kepada masyarakat awam terutama.
Keanekaragaman pasti membawa kepada perbedaan, dan
perbedaan dapat membawa konflik, dan konflik bisa membawa
kepada kekerasan. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua konflik
adalah kekerasan, karena perbedaan biasa saja merupakan konflik
juga. Posisi syariah perlu dijelaskan di sini agar tidak seperti gerbong
yvang bisa ditarik-tarik oleh zaman dan budaya. Syariah harus
menyesuaikan dengan budaya baik dengan pendekatan antro-
pologis maupun sosiologis. Syariah seyogyanya memberikan
tuntunan atau menjadi lokomotif bagi perubahan masyarakat dari
yang biadab kepada yang beradab atau adat istiadat lama diganti
dengan adat istiadat yang baik. Syariah perlu dipilah antara syariah
yang tetap dan syariah yang berubah, ta'aqquli dan ta’abbudi. Jadi
dalam hal ini, saya ingin mengetahui dari pengertian syariah yang
lebih tegas agar dapat menyikapi kehidupan multikultural tanpa
harus terjebak pada sikap toleran terhadap percampuran ritual, adat
dan perayaan agama. Karena dalam al-Our’an ada ayat-ayat yang
mengatakan kita tidak boleh mengikuti adat istiadat orang-orang
terdahulu
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kehidupan multikultural bisa membawa konflik. Bagaimana
solusi untuk mengelola ketegangan. Tadi disebut-sebut sistem millet,
sebagai rejim multikultural untuk suatu negara kesatuan. Dengan
multikulturalisme internal atau eksternal kita tetap berbeda tetapi
dengan satu sistem tertentu kita bisa bersatu. Mungkin kita bisa
ambil contoh Pancasila. Pancasila adalah alat pemersatu bagi orang
yvang berbeda agama, suku dan paham. Walaupun dengan sistem
itu ada satu pemaksaan untuk orang bersatu, seperti indoktrinasi
P4 selama Orde Baru, sekarang Pancasila masih tetap menjadi dasar
negara. Terhadap praktek-praktek di kalangan internal kita sendiri,
perlu penafsiran-penafsiran dalam berpakaian, dalam makan dan
segala macam. Nah, di sinilah kita perlu dialog untuk menemukan
titik temu.

Yunahar llyas:

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa syariah itu ada yang
universal, substantif dan kultural, lokal, dan regional. Kalau di dalam
kitab-kitab fikih klasik kita tentu saja tidak bisa menemukan
pemilahan-pemilahan itu, padahal sekarang yang jadi pegangan
masyarakat adalah kitab-kitab fikih itu. Oleh karena itu, mungkin
kerja ke depan tidak hanya pada dataran yang paradigmatis tapi
harus ada contoh. Kita mulai dari kitab fikih — tentang berbagai
persoalan dari thaharoh, shalat, zakat, puasa, haji, perkawinan,
warisan, harta benda, pidana, kenegaraan, dan lain-lain — manakah
yang dapat dikatakan universal substantif dan mana yang di-
pengaruhi oleh kultur lokal, regional, mana yang tetap dan mana
yang berubah. Sebab dari makalah-makalah yang disampaikan
umumnya miskin dengan contoh-contoh padahal kita perlu
menerapkan teori itu dalam contoh. Misalnya, Paramadina sudah
membuat fikih lintas agama terlepas dari setuju atau tidak setuju.
Nah, mungkin bisa juga dibuat contoh oleh Majelis Tarjih ini
semacam fikih multikultural. Mulai dari shalat misalnya. Perlu
dijelaskan di sana mana unsur shalat yang universal dan mana yang
kultural. Waktu shalat 5 kali sehari semalam adalah universal,
kaifiyahnya anggaplah bagian dari yang tetap, tapi pakaian dalam
sholat, bangunan masjid, pengeras suara, bentuk mimbar, sajadah
itu adalah kultural, lokal dan regional. Mungkin bagi bapak-bapak
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yang mendalami fikih sangat mudah untuk membedakannya, tapi
di lapangan terjadi problem demikian. Ada sebagian kelompok
masyarakat menganggap jubah itu universal substantif, jadi kalau
tidak pakai jubah berarti sudah melanggar. Jadi jubah tidak diakui
sebagai bagian dari kultur orang Arab. Bahkan di Amerika sendiri
orang-orang Arab di suatu negara bagian Dallas, bertengkar
masalah karpet yang diberi garis untuk meluruskan shaf. Pada
zaman nabi tidak ada garis-garis seperti itu. Nah akhirnya yang
menang adalah yang tidak membolehkan pakai garis, lalu mereka
yang bemazhab pakai garis keluar dari masjid itu dan membangun
masjid baru yang memakai garis. Nah, perbedaan ini telah
memperbanyak jumlah mesjid, jadi ada juga sisi positifnya, semakin
berbeda semakin banyak masjid di Amerika.

Pakaian misalnya, mana yang substantif dan mana yang
kultural. Kalau bagi Fazlur Rahman yang substantif dari pakaian
wanita adalah menjaga kehormatan seorang perempuan. Terserah
menurut kultur masing-masing mendefisinikan mana yang
terhormat, kalau suatu masyarakat memandang rok mini yang
terhormat, maka rok mini itu islami; kalau pakai cadar dianggap
yang terhormat maka cadar itulah pakaian yang islami. Tapi
pendapat yang lain mengatakan tidak demikian. Istilah “menjaga
kehormatan” itu sangat relatif, tetapi menutup aurat itu konkret.
Jadi, yang universal adalah menutup aurat, sedangkan model dan
bahan bagian dari kultur. Dalam menyusun fikih multikultural itu
seperti yang disampaikan oleh beberapa orang tadi, membutuhkan
acuan. Tentu saja al-Qur’an dan sunnah, melalui penafsiran yang
dianut. Perlu juga dijelaskan metode dalam merumuskannya,
memilah-milah mana yang universal dan mana yang kultural. Kalau
pertanyaannya sekedar makan dengan tiga jari itu terlalu mudah
untuk dijawab, ada masalah-masalah yang lebih rumit lagi
menyangkut harta benda, kenegaraan, bunga dan sebagainya.
Apakah larangan bunga yvang paling substantif itu adalah la
tazhlimun wala tuzhlamun atau ziadahnya. Kalau ziadah 1% pun
haram, tapi kalau la tazhlimun wala tuzhlamun itu relatif. Jadi
tantangan adalah uji coba membuat eksperimen satu bab saja,
tentang fikih yang multikultural.

Samsu Rizal Panggabean telah mengungkapkan bagaimana
mengelola multikulturalisme internal dan eksternal itu sehingga
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tidak menimbulkan konflik. Pertanyaannya adalah siapa berhak yang
mengatur, otoritas itu diberikan kepada siapa? Paris dan Jerman
melarang jilbab, sementara Iran mewajibkan jilbab. Indonesia mem-
persilahkan sesuai pilihan mau jilbab atau tidak. Amerika melarang
memakai jilbab didalam kelas sekolah pemerintah, kalau sekolah
swasta dibolehkan. Dapatkah organisasi sosial seperti Muhammad-
iyvah atau masyarakat memperoleh mandat untuk mengelola
multikulturalisme? Saya yakin kalau otoritas ini diserahkan kepada
organisasi sosial, tentu hanya efektif untuk anggota organisasi itu
semata.

Fathurrahman Djamil:

Ada banyak hal yang memungkinkan berbeda diantara kita
dalam memahami satu masalah dengan pendekatan yang berbeda
bahkan juga analisis dan spesifikasi metodologi yang mungkin
berbeda pula. Berkaitan dengan klasifikasi tentang ibadah dengan
muamalah, atau ibadah mahdlah dengan ghairu mahdlah, saya
melihat bahwa didalam aspek ibadah mahdlah pun ada aspek-aspek
yang memerlukan perhatian khusus dalam kaitan dengan multi-
kulturalisme ini. Sebagai contoh, tentang uswah kepada rasul.
Bagaimana cara membedakan rasul dalam kapasitas sebagai orang
Arab dengan posisinya sebagai rahmatan lil alamin. Saya ingin
membuat ilustrasi. Saya pernah membaca buku usul fikih ditulis
oleh séorang Mu'tazilah Abu Husein al-Basri al-Mu'tazili. Dia mem-
beri contoh ketika membahas at-ta’asi, cara-cara beruswah kepada
rasul. Ilustrasinya begini: sahabat pernah shalat bersama nabi di
suatu tempat yang tidak memakai atap, tentu di situ ada pasir begitu
cukup panas, maka mereka biasa menggunakan sendal atau sepatu
atau terompah, walaupun menurut sebagian yang lain katanya tidak
boleh pakai sepatu. Ketika nabi di pertengahan shalat, diceritakan
bahwa beliau mencopot sandalnya, sahabat di belakang otomatis
ikut mencopot sandalnya, karena ada dalil idza raka‘a farka‘u (jika
rukuk maka rukuklah mereka) demikian seterusnya semua harus
mengikuti nabi. Ketika rasul mencopot sandal maka jamaah di
belakang juga mencopot sandal. Kemudian nabi merasa kok sahabat
saya ikut-ikutan. Selesai shalat langsung nabi menghadap kepada
sahabat, “Kalian ngerjain apa tadi?”. Kata sahabat, “Kami mengikuti
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engkau karena engkau mencopot sandal maka kamipun mencopot
sandal”. Apa kata rasul, “Saya dibisiki Malaikat Jibril, “dalam sandal
saya ada kotoran”. Nabi berkata, “bagaimana dengan sandal kalian,
apa ada kotoran atau tidak?” “Tidak”, jawab mereka. “Kalau begitu
jangan ikut-ikutan,” kata nabi. Ini sebagai ilustrasi betapa rasional-
nya visi dari teks tadi, dan ingin menggambarkan bahwa tidak semua
yang disampaikan oleh nabi, dan dilakukan oleh nabi itu ternyata
harus diikuti.

Abu Hanifah tidak mensyariatkan duduk istirahah ketika
berdiri dari sujud. Tapi Abu Hanifah mengatakan itu tidak masyru’,
mengapa? Karena menurut analisis rasional beliau bahwa yang
dimaksud duduk istirahah adalah semata-mata dilakukan nabi ketika
berumur sudah diatas 50-an tahun. Jadi harus ancang-ancang, dari
bawah harus duduk dulu baru berdiri. Dengan analisis semacam
ini sangat mungkin dalam bidang ibadah mahdlahpun banyak hal
yang perlu kita lihat kembali. Dan ini tentu saja berimplikasi pada
masalah bid'ah dan sunnah. Konon kabarnya Muhammadiyah
generasi sekarang sudah tidak terlalu risau dengan bid'ah. Jadi,
kalau memang ini terjadi, saya kira ini merupakan pekerjaan rumabh.
Barangkali perlu ada semacam upaya untuk merumuskan ulang
tentang bagaimana posisi sunnah dan kaitannya dengan aspek-
aspek yang harus ditekuni.

Kedua, ada teori tasharrufaturrasul. Teori ini beranggapan
bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad itu bisa multidimensi,
multifungsi, baik dalam kapasitas sebagai rasul, sebagai manusia
biasa, atau sebagai imam, sebagai kadi dan seterusnya. Saya kira
pertanyaan yang pokok adalah bagaimana cara membedakannya?
Ada teori lanjutannya yang mengatakan bahwa kalau perbuatan
rasul dikukuhkan dengan gaul atau ucapan, itu pasti dalam kapasitas
sebagai rasul, dan itu harus sami‘na wa atha’na, tidak boleh
menyimpang sedikitpun. Tapi kalau perbuatan beliau tidak dikukuh-
kan déngan pernyataan lisan maka itu dimungkinkan untuk berbeda
dan itu hanya sekedar irsyadat atau petunjuk. Kita ambil contoh
dalam shalat. Dalam sholat memang rasul mengatakan, setelah
melaksanakan shalat beliau mengatakan shallu kama roaitumuni
ushalli. Begitu juga haji, khudz ‘anni manasikakum. Tapi berbicara
tentang cara makan dan minum, berpakaian, alhamdulillah sampai
saat ini saya belum menemukan hadis yang berbunyi kulu kama
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akaltu misalnya, makanlah kalian sebagaimana aku makan.
Bersyukurlah karena rasul memiliki visi multikultural, beliau ternyata
tidak ikut campur dalam masalah seperti itu. Nah, dalam aspek
moralnya, sebelum makan membaca basmallah saya kira bersifat
universal karena setiap agama apapun menganjurkan demikian. Tapi
vang aneh justru kita jumpai orang Kristen Maluku misalnya,
mungkin lebih sering berdoa sebelum makan daripada umat Islam,
padahal Islam memberikan petunjuk yang jelas tentang masalah
doa dan seterusnya.

Oleh karena itu, menurut saya teori tasharrufaturrasul dengan
segala kelebihan dan kekurangannya mungkin bisa dipertimbang-
kan, baik berkaitan dengan persoalan sekarang, atau mungkin kaitan
dengan syariah di Mekkah dan Madinah.

Benar bahwa asy-Syatibi mengatakan ayat-ayat makkiyah itu
universal, ushuliyah dan kulliyvah, sedangkan ayat-ayat Madinah
bersifat juz'iyah. Pendapat ini kemudian diadopsi dan diintrodusir
lagi oleh para pemikir Muslim kontemporer yang mengatakan
bahwa kalau umat Islam berhadapan dengan masyarakat yang
beragam maka barangkali aspek Makkiyah yang harus dimunculkan
ketimbang aspek Madaniyah. Tetapi sekali lagi tidak berarti bahwa
kita tidak punya standar, standar yang saya tawarkan tadi itu
kaitannya dengan al-kulliyatul khams, kemudian bagaimana cita
moral dan cita etik yang ada di dalam al-Qur'an dan sunnah. Hanya
saja kalau ditanya bagaimana metodologi yang perlu dikembangkan,
saya secara pribadi memandang manhaj tarjih sudah cukup.
Misalnya, bayani yang selama ini dipakai oleh Majelis Tarjih,
sekarang sudah mulai dilengkapi dengan burhani bahkan ‘irfani.
Bayangan saya, yang burhani itu adalah analisis seperti sosiologis,
fenomenologis dan seterusnya. Dan karena itu tidak menutup
kemungkinan penyelesaian masalah dengan manhaj tarjih yang ada,
tinggal kita pikirkan implementasinya lebih jauh. Sekali lagi, secara
metodologi saya kira kita sudah punya ushul fikih yang khas,
walaupun mungkin belum begitu sempurna. Pandangan asy- Syatibi
yang saya sebutkan tadi bisa juga dijadikan sebagai salah satu titik
tolak untuk melihat persoalan-persoalannya secara lebih arif, dengan
tetap punya konsistensi. Asy-Syatibi betapapun dia terkesan
bermazhab substantif, saya kira ketika beliau menulis al-I'tisham,
masih mengklasifikasikan bid’ah dan sunnah secara ketat juga. Saya
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kira ini menunjukkan bahwa beliau sendiri ingin membedakan
bahwa dalam bidang ibadah mahdlah kita masih bisa jumpai bid'ah,
. sementara diluar ibadah mahdlah tidak ada bid'ah karena masuk
katagori maslahah. Namun demikian bagaimana kita bisa menerima
pandangan itu, saya kira kita tidak perlu ragu-ragu meski harus
selektif dalam melihat persoalan ini sehingga kita mempunyai
rumusan yang jelas.

Pada dasarnya fungsi al-Qur'an dan sunnah adalah sebagai
hudan dan orientasi rahmatan lil alaminnya akan tetap berlaku.
Karena kalau tidak, ada semacam guilty feeling di kalangan
masyarakat Muslim seolah-olah ini melanggar syariah normatif,
padahal sangat mungkin banyak nuansa syariah historis dalam
kehidupan beragama. Dulu kita membedakan antara fikih dengan
syariah. Tetapi lebih dari itu kalau kita menggunakan pendekatan
asy-Syatibi, syariah itu sendiri bisa dibedakan antara Madaniyah
dan Makkiyah. Darinya kita mulai bisa melihat mana yang universal
dan berlaku umum, dan mana yang regional atau lokal. Pada saat
yang sama masih mungkin kita memberikan spesifikasi masing-
masing sehingga ketika kita beramal dengan mengamalkan syariah
yang normatif, tidak kehilangan identitas atau aspek-aspek yang
sifatnya regional dan lokal.

Mengenai ad-din wahid wa syarai’ mukhtalifah, saya kira ini
bukan hadis, tetapi adagium yang pada dasarnya secara umum bisa
diterima. Kita tahu bahwa agama samawi memiliki misi sama, tauhid.
Bahwa masing-masing agama dan masing-masing nabi mempunyai
syariat itu sebuah keniscayaan dan kenyataan. Pada masa nabi
Adam kita tahu tidak ada syariat yang mengharamkan saudara
menikahi atau menikahkan saudaranya yang lain. Tapi syariat nabi
Muhammad dalam surat an-Nisa ayat 23 jelas tindakan itu haram.
Oleh karena itu, menurut hemat saya ini mungkin kita perlu lihat
lagi apakah, misalnya, sabab nuzul itu menjadi bagian dari proses
pemahaman. Ibnu Taimiyah mengatakan sabab nuzul memang
hanya sekedar membantu. Tapi apa tidak lebih baik bila kita coba
renungkan kembali bahwa sabab nuzul itu juga bisa difungsikan
untuk memahami setting sosial dan historis pada saat itu. Apalagi
kalau pakai metode double movementnya Fazlur Rahman, akan
semakin terlihat relasi antara sabab nuzul dengan kondisi sekarang
sehingga konklusinya menyatakan Islam bisa diaplikasikan
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walaupun mungkin berbeda dengan masyarakat yang ada pada
 ketika al-Qur'an turun. Tapi sekali lagi ini memang perlu ada
kesepakatan-kesepakatan walaupun mungkin akhirnya kita sepakat
untuk tidak sepakat. Jadi, inilah ciri dari Muhammadiyah, kalau
sepakat semua saya kira kurang pas. Oleh karena itu, saya setuju
perlu ada ketegasan tentang masalah syariah yang bagaimana, dan
aplikasinya dan kalau perlu Majelis Tarjih sudah mulai melihat
persoalan ini secara lebih jernih termasuk perkawinan antaragama.
Kalau baca fikih lintas agama, sudah mulai ada gambaran bahwa
perkawinan semacam ini tidak lagi dilarang. Kita jangan apriori dan
perlu mengkaji bagaimana posisinya, apakah larangan itu semata-
mata larangan yang berdasarkan zatnya atau larangan karena
saddudz dzari‘ah misalnya. Ini perlu ada pemikiran yang seksama,
termasuk dalam masalah bunga bank. Kalau memakai format yang
saya gambarkan di muka, kecenderungan pelarangan bunga bank
bukan pada ziadahnya tapi zhulmnya. Walaupun mungkin ini juga
bisa diperdebatkan. Dan warga muhammadiyah mungkin juga bisa
berbeda dalam masalah ini, namun demikian sekali lagi kita bisa
mencoba melihat ini sebagai tahap awal untuk merumuskan posisi
Muhammadiyah dalam konteks sekarang ini, termnasuk merumuskan
manhaj yang multikultural.

Samsu Rizal Panggabean:

Menyikapi multikulturalisme internal dan eksternal kita
mungkin perlu kembali kepada dasar-dasar yang sifatnya etis atau
filosofis, dan ini memang pembicaraan yang agak rumit tetapi sangat
jelas implikasi praktisnya. Pada tingkat etis dan filosofis kita masih
harus terus galakkan pembicaraan mengenai bagaimana kita
menyikapi keanekaragaman, apakah dengan pandangan absolutis,
hanya ada satu kebenaran dan kebenaran itu ada di kita. Pandangan
absolutis bisa saja dijumpai di Muhammadiyah, seperti kalau ada
yang bertentangan dengan kita, misalnya cara istri kita shalat
berbeda, kita pasti merasa terganggu baik secara sikap maupun
secara emosi. “Oh, saya harus ubah cara istri saya shalat yang tidak
benar, ngapain itu jari kok diputar-putar”. Bagi penganut absolutis-
me, hanya ada satu kebenaran dimana kita lahir, dibesarkan,
disosialisasikan, diajari, Islam misalnya dan lebih spesifik lagi
Muhammadiyah. Itu kebenaran yang akrab dengan kita, cocok, dan
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melekat. Sebaliknya, bagi pluralis orang lain juga punya kebenaran,
namun bukan kebenaran milik saya kareriavsaya tidak disosialisasi-
kan di sana. Saya menganggap bahwa mereka absah dan benar,
mereka bisa hidup, berhak hidup dan berhak menjalankan
kebenarannya. Nah, posisi etis kita berada diantara yang absolutis
dan yang pluralis, yaitu toleran. Jadi sikap toleran seringkali
dianggap sebagai etika antara, antara absolutisme dan pluralisme,
yaitu bahwa sebenarnya bagi saya yang benar itu Muhammadiyah
atau Islam, namun saya tetap mentolerir Kristen dan NU, membiar-
kan mereka. Mungkin saya bisa berkenalan dengan mereka, bisa
berjualan dengan mereka, bisa membuat perusahaan atau pacaran
atau apa dengan mereka tetapi sebenarnya itu hanya mentolerir
mereka. Nah, kita masih harus perlu membicarakan masalah ini.
Majelis Tarjih masih perlu membicarakan secara serius apakah
secara etis sebenarnya sikap kita terhadap perbedaan — absolutis,
pluraliskah atau toleran. Kalau sikap absolutis yang diambil, sejauh
manakah sikap absolut tersebut dapat ditolerir, apakah hanya
menyangkut masalah-masalah ushul, sementara dalam masalah
furu’iyah kita sangat pluralis misalnya. Nah, itu masih harus
dibicarakan dan saya tidak berhak mendiktekan jawaban apa yang
tepat untuk itu. Jadi kemungkinan-kemungkinan tetap ada dan itu
harus dibicarakan. Karena kehidupan nyata sangat mendesak
jawaban konkret. Seperti kasus natalan di Ambon, kalau orang
Kristen merayakan natalan, panitia natalnya adalah orang Muslim.
Mereka ini secara kultural sudah embedded didalam budaya Ambon
‘termasuk hubungan antar umat beragamanya. Apakah harus
seragam seperti itu? Mungkin untuk konteks komunitas Islam di
Ambon hal seperti di atas mungkin dilakukan, namun tidak mungkin
dilakukan di Jawa. Apa yang pantas di sana namun tidak pantas di
sini. Jadi, seberapa jauh kita dapat memberi keleluasaan kepada
perbedaan dalam praktek kehidupan. Nah, bagi mereka yang
terbiasa natal bersama, mereka tidak merasa bersalah apalagi
menganggap dirinya akan masuk neraka. Bahkan ada inovasi baru
dalam hubungan antarumat beragama di Ambon, ada takbiran
bersama antara Kristen dan Muslim. Jadi, sebenarnya pada tingkat
ini sikap etis yang dikehendaki seperti apa? Saya tidak mau mem-
berikan jawaban karena mungkin jawaban saya tidak relevan, tapi
yang jelas kita harus memikirkannya untuk mencapai kesepakatan,
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setelah itu baru didakwahkan, bagaimana mendakwahkannya
kepada orang awam. Mungkinkah ini masuk kedalam kurikulum
kemuhammadiyahan misalnya, dari TK hingga universitas.

Persoalan kedua adalah bagaimana menyikapi keragaman
pada tingkat sosiologis. Ada beberapa hasil riset yang menarik, salah
satunya mengatakan bahwa pada tingkat sosial bagus sekali kalau
kemajemukan, kelompok-kelompok multikultural dapat dijembatani
oleh berbagai pola interaksi yang formal dan informal. Yang formal
itu berupa assosiasi-assosiasi atau organisasi-organisasi yang
anggotanya berasal dari kalangan multikultural. Sanagat bagu jika
anggota partai, club-club masyarakat di bidang olahraga, di bidang
bisnis, di bidang kegiatan-kegiatan sosial, bersumber dari
keanekaragaman, karena kemungkinan untuk cross cutting, saling
bertemu dan berjumpa, saling berbicara satu sama lain, dan kontak
menjadi lebih besar. Pada tingkat sosiologis juga penting sekali apa
yang disebut dengan interaksi-interaksi yang informal, seperti di
pasar orang Batak tidak peduli paa siapa mereka membeli barang,
kadang-kadang beli di toko Cina, kadang-kadang di toko Jawa, dan
seterusnya. Pada tingkat masyarakat juga harus ada kemungkinan
mendefinisikan pola-pola interaksi yang formal melalui assosiasi,
organisasi, partai politik, karena banyak sekali partai politik
membatasi multikulturalisme eksternal, bahkan internal. Pada
tingkat ini cross cutting juga perlu sebab tidak bagus kalau misalnya
saya sebagai orang Muhammadiyah, sekolah di sekolah Muhammad-
iyah, belanja di warung atau tokonya orang Muhammadiyah,
beristrikan orang Muhammadiyah, dan seterusnya. Kapan saya
bertemu dengan orang yang bukan Muhammadiyah? Apa yang
mereka pelajari dan bagaimana sikap mereka terhadap kemajemuk-
an atau multikulturalisme internal dan eksternal itu harus kita
bicarakan. Pendidikan multikultural perlu didiskusikan pada tingkat
negara.

Sejarah negara-negara modern, dulu mereka menyebutnya
negara bangsa sampai sekarang, asumsinya adalah satu bangsa,
satu kultur punya satu negara. Jerman adalah negara, sekaligus
bangsa. Perancis adalah negara dan bangsa. Sekarang mereka repot,
di Inggris banyak sekali warga negara yang bukan Anglo Saxon
tetapi orang India, Pakistan, Bangladesh dan mereka ini macam-
macam, seperti kita juga, ada yang sekolah, terdidik, pencopet, tapi
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ada juga yang pintar sekali, kaya, politisi dan seterusnya. Mereka
harus mendefinisikan kebangsaan Inggris itu apakah berdasarkan
ras Anglo Saxon semata, atau juga meliputi orang-orang keturunan
Asia Selatan. Apakah mereka yang non Anglo Saxon berhak disebut
english? Sekarang diakui bahwa mereka juga termasuk english. Jadi,
ada transformasi ketika kebangsaan itu meluas dari basis nation
atau kultur menjadi citizenship. Perkembangan selanjutnya memang
mengarah agar sebaiknya kebangsaan itu adalah citizenship basis-
nya, kewarganegaraan, tidak peduli warna kulit, agama, suku, dan
sebagainya. Mereka yang warga negara berhak diperlakukan sama
oleh negara. Tetapi dengan munculnya multikulturalisme, kalau
semua warganegara diperlakukan secara sama padahal senyatanya
mereka tidak sama, persoalan ini menjadi rumit. Misalnya, di Inggris
ada beberapa kasus -mengenai shalat pada saat hari Jumat. Orang
Muslim hanya diperkenankan istirahat selama 1 jam, sementara
mereka harus shalat jumatan, dan makan siang, belum lagi jika
khutbahnya panjang. Dalam konteks ini, mungkin negara harus lebih
bersikapi multikultural juga, haris ada perlindungan terhadap yang
minoritas. Kalau kita menganggap orang Indonesia itu hanya orang
Islam, lalu dikemanakan orang lain agama? Saya pernah ke Bima
itu, pesawat saya mendarat jam 12. Saya sebelumnya di SMS oleh
teman, pak nanti kami baru bisa menjemput bapak jam 2 karena di
Bima sekarang, berdasarkan surat edaran dari bupati, bahwa pada
hari Jumat antara jam 10 sampai jam 2 siang mobil tidak boleh ber-
keliaran karena shalat Jumat. Padahal bandara di sana tidak memiliki
free shops, tidak ada tempat minum kopi yang enak, tidak ada tempat
lukisan untuk dilihat-lihat. Jadi kita memang perlu hati-hati,
bagaimana dengan orang yang sedang musafir, wong agama kita
memiliki ketentuan untuk yang musafir. Orang Hindu juga begitu,
mereka tiru-tiru, kalau hari nyepi maka tidak boleh ada pesawat
yang mendarat di Ngurah Rai, baik untuk connecting flight bahkan
mengisi bahan bakar sekalipun. “Kalau nyepi, ya harus sepi”, kata
orang Hindu. Lalu bagaimana kalau orang Muhammadiyah di Bali,
atau orang Islam mau jalan-jalan, ya tetap tidak boleh karena ada
perda yang melarangnya. Sebagian orang Islam ingin kalau orang
mencuri dipotong tangannya, kalau tidak Jumatan 3 kali dicambuk.
Seperti dalam rancangan ganun Aceh, ketika masih draf rancangan
disebutkan bahwa cambuknya berdiameter 1 centimeter, dari rotan,
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meniru Kelantan dan Trengganu. Tapi ketika menjadi ganun atau
perda, ketentuan diameter cambuk berkurang menjadi 0,75 cm.
Bagaimana kalau ada orang Muhammadiyah dan NU tidak mau
dicambuk? Boleh tidak bersikap seperti itu? Dalam multikluturalisme
mestinya hal itu harus dibolehkan sehingga orang-orang yang ingin
menerapkan syariah juga pikir-pikir karena, dalam bayangan saya,
mereka sebenarnya ingin menerapkan syariat itu dalam pengertian
mereka ingin mengambil alih perangkat-perangkat negara untuk
mendesakkan pandangan-pandangan sektoral atau pandangan-
pandangan eksklusif mereka. Ini tentu saja bisa mengganggu
multikulturalisme.
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Mencari format syariah multikultural merupakan wacana yang
sudah lama dibincangkan oleh para ahli hukum Islam. Umumnya
mereka berpendapat, bahwa syariah yang terdapat dalam al-
Qur’an dan as-Sunnah harus dipahami sebagai norma etika dan
moral yang bersifat universal dan berlaku untuk semua
masyarakat melintasi suku, bangsa, budaya adat-istiadat bahkan
agama sekalipun. Itulah, setidaknya yang dapat ditemukan dalam
teori alkulliyat al-Khams atau teori etika sosial-hukum dari
kalangan penganut kalangan legal subtantif. Melalui teori dan dan
pendekatan yang beragam ini di dapat direkonstruksi pemikiran
hukum Islam yang berbasis budaya masyarakat Muslim, di mana
pun mereka berada.

Harus diakui, pendekatan sosio-historis terhadap syariah
merupakan sesuatu yang dianggap asing oleh kebanyakan ahli
hukum Jslam, padahal kalau dicermati dalam sejarah
perkembangan ilmu fikih dan ushul fikih, ternyata apresiasi
fukaha terhadap tradisi dan budaya masyarakat Muslim tidak
dapat dibantah. Adagium “Taghayyur al-fatwa bi taghayyur al
azminah wa al-amkinah wa al-"awaid”, merupakan bukti dari
apresiasi itu. Teori ‘urf, baik sebagai sumber atau metode
penetapan hukum merupakan bagian dari kepedulian fukaha
terhadap keragaman budaya masyarakat Muslim, dari satu masa
ke masa yang lainnya. Persoalan norma baik dan buruk, maslahat
dan mafsadat tidak bisa terlepas dari tradisi masyarakat.
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